Menimbang

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,
bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan
hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan disegala
bidang di Kabupaten Landak telah memberikan kontribusi
terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga
perlu dilakukan wupaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan
konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan
hukum;
bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan
memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap
keseluruhan ekosistem, berdasarkan Pasal 63 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki
tugas dan wewenang untuk mengatur perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan



Mengingat

Lingkungan Hidup.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3970);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentag Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P34/MENLHK/KUM.1/5/2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801).

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Landak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur
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Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Landak.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas dan fungsi
tertentu.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan
dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan
dan penegakan hukum.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi
masa depan.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya
disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun
waktu tertentu.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan
utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup
secara lestari.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun
temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada
asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta
adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan
hukum.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
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mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar keduanya.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan
ke dalamnya.

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber
daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan
ekosistem.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau program.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL,
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari
dokumen Kerangka Acuan, ANDAL dan RKL-RPL.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah
telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah
upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah
upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan
kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib dilengkapi dengan Amdal.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari
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penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha
dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau
UKL-UPL.

Lahan adalah suatu wilayah daratan yang cirinya merangkum semua tanda
pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan, hidrologi, populasi
tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini,
yang bersifat mantap atau mendaur.

Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi
yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik,
kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan
makhluk hidup lainnya.

Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar
tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

Biomassa adalah tumbuhan atau bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun,
ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan
pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.

Produksi biomassa adalah bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk
menghasilkan biomassa.

Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan
kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu
cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
dengan izin PPLH adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara,
limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau
gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan
manusia.

Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh OPD teknis
untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan
dampak terhadap lingkungan hidup.

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha,
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baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang
bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan
dilaksanakan.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,
zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai
unsur lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah
ditetapkan.

Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari
komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu
udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak
dapat memenuhi fungsinya.

Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga
melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh
lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah,
kecuali air laut dan air fosil.

Sumber air adalah wadah air yag terdapat di atas dan di bawah permukaan
tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau,
situ, waduk, dan muara.

Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,
atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam air.

Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar
dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air
limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha
dan/atau kegiatan.

Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir

yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan
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dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan
hidup lainnya.

Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi,
dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Baku Mutu Emisi kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan
pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan
bermotor.

Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum
dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan
ke dalam udara ambien.

Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang
diperolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk
menjamin  pemanfaatannya  secara  bijaksana serta  kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai
serta keanekaragamannya.

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak
langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi
atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim
alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan
permukiman,rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi
dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau
merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan,
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan
dan/atau penimbunan limbah B3.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih
yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada
lingkungan hidup.

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup

yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
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Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi
untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau
memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan
lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung
dalam atmosfer, baik alami maupun anthropogenik, yang menyerap dan
memancarkan kembali radiasi infra merah.

Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada
suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Inventarisasi emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi
mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara
berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya termasuk simpanan
karbon (carbon stock).

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD
adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab
di bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat
oleh Bupati.

Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk
menghentikan pelanggaran/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai
wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah
bertugas:

a. menetapkan kebijakan PPLH;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;

c. menetapkan dan melaksanakan RPPLH;

d. menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Dokumen Lingkungan;
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e. melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK;

f. mengembangkan kerjasama dan kemitraan;

g. mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;

h. melakukan pembinaan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-
undangan;

i. melaksanakan standar pelayanan minimal;

j- Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

k. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi
lingkungan hidup;

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah

berwenang:

a. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

b. menerbitkan izin lingkungan;

c. menerbitkan izin PPLH;

d. melakukan pengawasan penaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan,;

e. menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber
bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;

f. melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak
maupun tidak bergerak dan tanah;

g. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan akibat kebakaran hutan;

h. memberikan sanksi administratif;

i. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;

j- menyediakan laboratorium lingkungan;

k. mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;

menetapkan Komisi Penilai AMDAL, Sekretariat Komisi Penilai AMDAL,Tim

Teknis dan Pakar Independen.

BAB III
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3



() Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
a. pencegahan;
b. penanggulangan;
c. pemulihan.
@ Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Pencegahan
Pasal 4
Upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana :

a. KLHS;

b. Tata Ruang;

c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;

d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
e. AMDAL;

f. UKL-UPL;

g. SPPL;

h. Perizinan;

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;

=

Audit lingkungan hidup;

—.

k. Peraturan Perundangan Berbasis Lingkungan Hidup;
l. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
m. Instrumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu

pengetahuan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 5
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup.
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Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
dan/atau

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang
menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang
dirugikan.

Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tahapan:

a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Segala biaya yang timbul untuk kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup
menjadi beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah
berkewajiban memfasilitasi.

Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Bupati dapat
melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas
beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang



ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran.

Bagian Kelima

KLHS dan Tata Ruang

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 7

(1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

@ Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah; dan

b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

@ Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak
dan/ atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, meliputi:

a. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program pemanfaatan ruang dan/ atau lahan
yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:

1. perubahan iklim;

2. kerusakan, kemerosotan, dan/ atau kepunahan keanekaragaman hayati;

3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor,
kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;

4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan
penghidupan sekelompok masyarakat; dan/ atau

7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program lain berdasarkan permintaan
masyarakat.

@ Kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikecualikan terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/



atau Program tentang :
a. tanggap darurat bencana; dan

b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.
Pasal 8

(1) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :

a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah;

b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program,;
dan

c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan.

(2) Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program terhadap kondisi
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
dengan tahapan:

a. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan Berkelanjutan;

b. melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau
Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi
Lingkungan Hidup; dan

c. menganalisis pengaruh hasil identilikasi dan perumusan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b.
Pasal 9

(1) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan isu yang
paling strategis.

(2) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun masukan dari
masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.

(3) Hasil Identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dirumuskan berdasarkan prioritas paling sedikit memuat:

a. karakteristik wilayah;
b. tingkat pentingnya potensi dampak;

o

keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;

A

keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program,;

e. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau



f. hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki
diatasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang
berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.

(4) Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan:

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk

pembangunan,;
b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d. intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
e. status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
g. kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim,;
h. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok

masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
i. risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
j- ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara

tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Pasal 10

(1) Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang
berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk
menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi
Lingkungan Hidup.

(2) Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menelaah konsep rancangan
Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang akan disusun, atau menelaah
seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang akan dievaluasi.

(3) Materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang telah diidentifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya
terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

(4) Analisis pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
memperhatikan hubungan keterkaitan materi muatan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program dengan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan hasil

konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
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Materi muatan yang masih berbentuk konsep atau rancangan dianalisis secara

iteratif sesuai tahap kemajuannya.

Pasal 11

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 paling sedikit memuat

kajian tentang :

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan,;

b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;

c. kinerja layanan/ jasa ekosistem;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan

alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.

Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan atau Program sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. perubahan tujuan atau target;

b. perubahan strategi pencapaian target;

c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi
pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;

d. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi
pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;

e. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;

f. pemberian arahan atau rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan
fungsi ekosistem; dan/atau

g. pemberian arahan atau rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan
Hidup.

Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar dalam menyusun

rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana,

dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana,

dan/ atau Program sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat :

a. materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan/ atau

b. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung

dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.
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Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 12

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan
masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada
KLHS.

Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Keenam

Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 13

Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu
lingkungan hidup.
Baku mutu lingkungan hidup meliputi;

a. baku mutu air;

b. baku mutu air limbah;

c. baku mutu udara ambien;

d. baku mutu emisi;

e. baku mutu gangguan; dan

f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.
Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan
hidup dengan persyaratan :
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan

b. mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
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Pasal 14

Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria

baku kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan

ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;

b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran
hutan dan/atau lahan;

c. kriteria baku kerusakan mangrove;

d. kriteria baku kerusakan ekosistem gambut; dan/atau

e. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketujuh
AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

Paragraf 1
AMDAL

Pasal 15

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
hidup wajib memiliki Amdal.

Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada
tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana
tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada
Pemrakarsa.

Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan

keputusan kelayakan lingkungan hidup.
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Pasal 16

Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dituangkan
ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas :

a. Kerangka Acuan;

b. Andal; dan

c. RKL-RPL.

Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar

penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 17

Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2), mengikutsertakan masyarakat:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. konsultasi publik.

Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan kepada bupati melalui OPD

yang membidangi masalah lingkungan hidup.

Paragraf 2
Penilaian AMDAL

Pasal 18

(1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi penilai Amdal yang dibentuk oleh Bupati



dengan Surat Keputusan Bupati.

(2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disusun
oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.

(3) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan kepada bupati melalui SKPD yang membidangi lingkungan hidup

(4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretariat Komisi
Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan

administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 19

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah dinyatakan
lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.

(2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai
Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.

(3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk
menyepakati Kerangka Acuan.

(4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai
Amdal.

(5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu
diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai
Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

(6) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.

(7) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dinilai oleh tim teknis.

(8) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi

Penilai Amdal.

Pasal 20

(1) Jangka waktu penilaian Kerangkan Acuan dilakukan paling lama 30 (tigapuluh)
hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap
secara administrasi.

(2) Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(4) atau ayat (8) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai

Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 21



(1) Kerangka Acuan dinyatakan tidak berlaku apabila:

a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6)
tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh
Komisi Penilai Amdal; atau

b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.

(2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 16.

Pasal 22

(1) Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan
persetujuan Kerangka Acuan.

(2) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

(3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi
Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.

(4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis 